PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon: 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

Menimbang : @ bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pajak Sarang Burung Walet telah  disetujui bersama oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Walikots Medan berdasarkan
Keputusan Bersama Nomor 188.342/5914/Kep-DPRDV/2011 dan Nomor
188.342/15009 wanggal 29 Juli 2011 dan telah dievaluasi oleh Gubernur
Sumatera Utara berdaserkan Surat Nomor 188.342/9560 tanggal 27
September 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurul a,
dipandang  perlu  membentuk  Peraturan - Walikotn  Medan  tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Sarang Burung Walet:

Mengingat : . Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dacruh Otonom  Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
59, Tambahan |.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajuk (Lembaran Negara Republik [ndonesia Talun 1997 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684):

3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan  Lembaran  Negarn  Republik  Indonesia  Nomor  3019)
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19
Iahun 1997 tentung Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987):

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

L

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keoangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
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16.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintuhan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. I'ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teluh
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 1embaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang  Pengtaan  Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4725):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak  Daerah dan
Retribusi  Dacrah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambuahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan
dalam Rangka Penagihan Pajuk dengan Surat Paksa (Lembaran Negura
Republik ndonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas

Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161); - -

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Dacrah (Lembaran Negura Republik I[ndonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593):

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daersh Provinsi dan
Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737):

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor | 19, Tambahan
[.embaran Negara Republik Indonesia 5161);
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Menctapkan

17. Peraturan Pemeriniah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jems Pajak Daerah
Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

I8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem
dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Dacrah dan Pendapatan
lain-lain;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Dacrah,

20. Peraturan Duerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 201 | tentang Pajak
Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 201 I Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor |1 ),

MEMUTUSKAN

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.

Pusal |
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan ini discrabkan kKepada Dinas
Pendapatan Kota Medan,

Pasal 2
Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Duerah ini akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota,

Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangpal diundangkan,

Agar setiup orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 0i=abor 2011
WALIKOTA MEDAN
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Drs, H. RAHUDMAN HARATIAP, MM

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Octotes 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN
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Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 43. -
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